
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENETAPAN 

 
TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI 
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER 

 
 

 

DESA SIDOMUKTI TAHUN 2022 



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMATAN MAYANG 

DESA SIDOMUKTI 
Jl. Balai Desa Sidomukti , Mayang, Jember, Jawa Timur (68162) 

HP : 085109790557, e-mail : desasidomukti700@gmail.com 
 

PENETAPAN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN 

JEMBER 

NOMOR : 188/022/35.09.26.2007/2022 

 
TENTANG 

 
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG 

KABUPATEN JEMBER 
 

 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA SIDOMUKTI 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat 

informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan 

terhadap keberadaan komunikasi informasi yang 

berkembang; 

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang 

perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Desa (PPID); 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi “PPID“ 

Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten 

Jember. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Transaksi Elektronik 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang 
Pelayanan Publik; 

mailto:desaampel280@gmail.com


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Komunikasi Publik; 

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 

17/P/M.KOMINFO/603/2009 Tentang Diseminasi 

Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; 

16. PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standart 

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika 

di Kabupaten / Kota; 

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 

12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur DiLingkungan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; 

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 

8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika 



  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 

27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan 

Informatika; 

21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; 

22. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan KIM; 

23. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan 

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Jember Tahun Anggaran 2022. 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) 
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIC DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG 
KABUPATEN JEMBER 

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebut dalam lampiran ini 
merupakan informasi yang dikecualikan 

 
 

 

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang 

tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari penetapan ini 
 
 

Di tetapkan di : Desa Sidomukti  

Tanggal : 08 Agustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Bupati Jember 

2. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember 

3. Arsip 



LAMPIRAN I : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA 
SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KAB. 
JEMBER 
NOMOR  : 188/022/35.09.26.2007/2022 
TANGGAL : 08 Agustus 2022 

 

 
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KAB. JEMBER 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

 



LAMPIRAN I : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA 
SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KAB. 
JEMBER 
NOMOR  : 188/022/35.09.26.2007/2022 
TANGGAL : 08 Agustus 2022 

 

 
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

Nomor 1 Tahun 2022 
 
 

Pada hari ini, SeninTanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Mayang 
Kabupaten Jember, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebut dalam table dibawah ini : 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Menyetujui, 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
 


